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TENTANG 
KEARSIPAN 

 
I. UMUM 

Perjuangan dalam upaya mewujudkan dan mencapai cita-cita 
nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terekam dalam 
sejarah perjalanan bangsa Indonesia berfungsi sebagai memori kolektif 
bangsa. Perjuangan tersebut tercermin dalam upaya yang dilakukan 
oleh seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara baik melalui 
lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, organisasi 
kemasyarakatan, organisasi politik, perusahaan, maupun 
perseorangan. Memori kolektif bangsa yang merupakan rekaman dari 
sejarah perjalanan bangsa tersebut merupakan aset nasional yang 
menggambarkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang 
sesungguhnya. Setiap langkah dan dinamika gerak maju bangsa, 
masyarakat, dan negara Indonesia ke depan harus didasarkan pada 
pemahaman, penghayatan, dan catatan atas identitas dan jati diri 
bangsa tersebut yang terekam dalam bentuk arsip.  

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik 
dan bersih serta dalam menjaga agar dinamika gerak maju 
masyarakat, bangsa, dan negara ke depan agar senantiasa berada pada 
pilar perjuangan mencapai cita-cita nasional, arsip yang tercipta harus 
dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran 
masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu setiap lembaga 
negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, 
organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan perseorangan harus 
menunjukkan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan, penciptaan, 
pengelolaan, dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-
kegiatannya. 

 
Pertanggungjawaban . . . 
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Pertanggungjawaban kegiatan dalam penciptaan, pengelolaan, 
dan pelaporan arsip tersebut diwujudkan dalam bentuk menghasilkan 
suatu sistem rekaman kegiatan yang faktual, utuh, sistematis, 
autentik, terpercaya, dan dapat digunakan. Untuk mewujudkan 
pertanggungjawaban tersebut dibutuhkan kehadiran suatu lembaga 
kearsipan, baik yang bersifat nasional, daerah, maupun perguruan 
tinggi yang berfungsi mengendalikan kebijakan, pembinaan, 
pengelolaan kearsipan nasional agar terwujud sistem penyelenggaraan 
kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu. 

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan kearsipan 
nasional yang komprehensif dan terpadu, lembaga kearsipan nasional 
perlu membangun suatu sistem kearsipan nasional yang meliputi 
pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Sistem 
kearsipan nasional berfungsi menjamin ketersediaan arsip yang 
autentik, utuh, dan terpercaya serta  mampu mengidentifikasikan 
keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu 
keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan.  

Penyelenggaraan sistem kearsipan nasional sebagai bagian yang 
tidak terpisahkan dari sistem penyelenggaraan kearsipan nasional 
akan dapat berjalan secara efektif apabila lembaga kearsipan nasional 
didukung oleh suatu sistem informasi kearsipan nasional. 
Pembangunan sistem informasi kearsipan nasional dalam kerangka 
sistem kearsipan nasional berfungsi untuk menyajikan informasi yang 
autentik, utuh, dan terpercaya serta mewujudkan arsip sebagai tulang 
punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif 
bangsa, dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Agar fungsi sistem informasi kearsipan 
nasional dapat berjalan secara optimal lembaga kearsipan kearsipan 
nasional perlu membentuk jaringan informasi kearsipan nasional 
dengan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai pusat jaringan 
nasional serta lembaga kearsipan provinsi, lembaga kearsipan 
kabupaten/kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi sebagai 
simpul jaringan. Jaringan informasi kearsipan nasional pada lembaga-
lembaga kearsipan berfungsi untuk meningkatkan akses dan mutu 
layanan kearsipan kepada masyarakat, kemanfaatan arsip bagi 
kesejahteraan rakyat, dan peran serta masyarakat di bidang kearsipan. 

         Sistem . . . 
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Sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif 
dan terpadu harus dibangun dengan mengimplementasikan prinsip, 
kaidah, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan kearsipan, 
sistem pengelolaan arsip, sumber daya pendukung, serta peran serta 
masyarakat dan organisasi profesi yang sedemikian rupa, sehingga 
mampu merespons tuntutan dinamika gerak maju masyarakat, 
bangsa, dan negara ke depan.  

Undang-Undang ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan 
pengaturan mengenai kearsipan, antara lain: 

a. pengertian dan batasan penyelenggaraan kearsipan; 

b. asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan; 

c. sistem kearsipan nasional, sistem informasi kearsipan nasional, dan 
jaringan informasi kearsipan nasional; 

d. penyelenggaraan kearsipan; 

e. pengelolaan arsip; 

f. autentikasi; 

g. pembinaan kearsipan; 

h. organisasi; 

i. pendanaan; 

j. sumber daya manusia; 

k. prasarana dan sarana; 

l. pelindungan dan penyelamatan arsip; 

m. sosialisasi; 

n. peran serta masyarakat dan organisasi profesi; dan 

o. sanksi administratif dan ketentuan pidana. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

     Pasal 2 . . . 
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Pasal 2 

Yang dimaksud dengan “memberikan kepastian hukum” adalah 
bahwa Undang-Undang ini memberi landasan hukum bagi semua 
aktivitas penyelenggaraan kearsipan dan  memberikan kepastian 
serta rasa aman bagi para penyelenggara kearsipan. 

Pasal 3 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “menjamin ketersediaan arsip yang 
autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah” adalah 
bahwa penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjamin 
arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa yang dapat 
disediakan atau disajikan dalam kondisi autentik dan 
terpercaya, sehingga dapat berfungsi sebagai alat bukti yang 
sah maupun dapat menjadi sumber informasi dalam 
pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang. 

Yang dimaksud dengan “arsip yang autentik” adalah arsip 
yang memiliki struktur, isi, dan konteks, yang sesuai dengan 
kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan dan 
diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas 
atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip.  

Yang dimaksud dengan “arsip terpercaya” adalah arsip yang 
isinya dapat dipercaya penuh dan akurat karena 
merepresentasikan secara lengkap dari suatu tindakan, 
kegiatan atau fakta, sehingga dapat diandalkan untuk 
kegiatan selanjutnya.  

 

 

 

 

 
       Huruf c . . . 
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Huruf c 

Yang dimaksud dengan “pengelolaan arsip yang andal” 
adalah pengelolaan arsip yang dilaksanakan berdasarkan 
sistem yang mampu menampung dan merespons kebutuhan 
perkembangan zaman. Sistem pengelolaan arsip yang andal 
memiliki kemampuan: menjaring atau menangkap (capture) 
semua arsip dari seluruh kegiatan yang dihasilkan 
organisasi; menata arsip dengan cara yang mencerminkan 
proses kegiatan organisasi; melindungi arsip dari 
pengubahan, pengurangan, penambahan, atau penyusutan 
oleh pihak yang tidak berwenang; menjadi sumber utama 
informasi secara rutin mengenai kegiatan yang terekam 
dalam arsip; dan menyediakan akses terhadap semua arsip 
berikut beserta metadatanya. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan hak-hak keperdataan rakyat 
meliputi: hak sosial, hak ekonomi, dan hak politik dan lain-
lain yang dibuktikan dalam arsip misalnya sertifikat tanah, 
ijazah, surat nikah, akte kelahiran, kartu penduduk, data 
kependudukan, surat wasiat, dan surat izin usaha. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “mendinamiskan penyelenggaraan 
kearsipan nasional” adalah bahwa dengan adanya sistem 
yang komprehensif dan terpadu penyelenggaraan kearsipan 
menjadi lebih dinamis dan terarah. 

Huruf f 

Yang dimasud dengan “menjamin keselamatan dan 
keamanan arsip” adalah bahwa arsip baik secara fisik 
maupun informasinya harus dijaga keselamatan dan 
keamanannya, sehingga tidak mengalami kerusakan atau 
hilang. Arsip perlu dijaga kerahasiaanya dari pengaksesan 
oleh pihak yang tidak berhak, karena arsip merupakan bukti 
pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 

 

    Huruf g . . . 
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